Menimbang

Mengingat

BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan

Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

!_‘

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1752);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 2);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman
Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman
Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Rp. 92.578.810.299,66
Daerah



b. Dana Perimbangan Rp. 731.828.901.084,00

c. Lain-lain Pendapatan Rp. 198.442.774.400,00
Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp.1.022.850.485.783,66
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 442.581.495.257,00
2) Belanja Hibah Rp. 44.168.639.481,00
3)Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.291.946.121,00
5)Belanja Bantuan Rp. 103.883.323.200,00
Keuangan

6) Belanja Tidak Terduga Rp. 21.825.006.942,00

Jumlah Tidak Langsung Rp. 613.750.411.001,00

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 11.719.967.000,00

2) Belanja Barang dan Rp.255.254.637.707,00
Jasa

3) Belanja Modal Rp.125.376.390.296,00

Jumlah Belanja Rp. 392.350.995.003,00

Langsung

Jumlah Belanja Rp. 1.006.101.406.004,00

Surplus Rp. 16.749.079.779,66

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp.95.657.383.883,27
b. Pengeluaran Rp. 1.800.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 93.857.383.883,27

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 110.606.463.662,9!

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

lfingkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Aguskus 2021

BUPATI PASAMAN,

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Auseus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

248

MARA ONDAK
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR .27



